 Sistem Kodifikasi; Pembaharuan Parsial -
. KUH FPerdata Indonesia *

~'Oleh : Prof. DR. Mariam Darus, S.H. **

_Pendahuluan

embahas masalah pembaharuan KUH Perdata secara

__:_.parmal :(kodiflkam parsxai) pertama—tama perlu dlketahul apaf;‘_'_.

- yang :dxmaksud dengan “kodifikasi”. Kodifikasi berasal dari kataf'_'_

_odex (bahasa Iatm) art:hya adalah pembukuan undang- undang

-_...-.dan' peraturan peraturan secara’ “sisternatis‘ dan lengkap dalam
’_"-thab Undang»und?ng (YC TSlmOI'&IleH' Kamus Hukum, Jakarta
: _--_;1972) T St I ‘i T

_-_Dalam Black Law Fafth Edmon 1979 dmyatakan bahwa:

Codzf cauon is the process of collectmg and arrangmg sysrem— '
_ _atzcally, usually by subjec:t the laws of state or country, or the
-"'mles and regulattons covering: a parttcu[ar area or subject of _
Iaw or practice. s :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata)
dinndangkan pada tanggal 30 April 1847, S.1847.23 dan sekarang
berusia sekitar 152 tahun.

Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, hukum perdata
bersifat pluralistis. Berdasarkan pasal 163 1.S. (Indischestaats
Regeling), penduduk Hindia Belanda dibagi dalam tiga golongan
vaitu golongan Eropa, Bumiputera serta Timur Asing (Tionghoa
dan Non-Tionghoa).

Golongan Eropa tunduk pada KUH Perdata yang sama dengan
KUH Perdata yang berlakn di negara Belanda, berdasarkan atas
asas konkordansi. Golongan Pribumi tunduk pada Hukum Adat.
Golongan Timur Asing pada umumnya tunduk pada KUH

*  Makajah disampaikan pada Konpergnsi 150 Tahua Kiteb Undang-undang Hukum Perdata
Indonesia "Hukum Perdata Sebagai Dasar Hekum Kepailitan Moderm”, diselenggarakan oleh
BPHN Departemen Kehakiman RI, bekerjasama dengan Universitas Leiden-Negeri Belanda,
Jakanta, 26-28 April 1999,

U Gurn Besar Pakuolias Hukuim Universifas Snmatera Utara, Miedan
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o -.Perdata kecuah untuk bldang bidang. tertentu. tunduk pada

.hukum adamya Namun jika. kebutuhannya menghendakx golongan

. -penduduk. yang tidak tunduk -pada KU Perdc.ia dapat menundukkan

~.. diri secara sukareia seluruhnya sebagzan unm}\ perbuatan hukum

_'_:g'K':.'=tertentu atau secara. .'diam»du_im pada KUH Perdata (Stb.1917
~ No. 12) - :

._Seteiah Prokl_grnam Kemerdekaan Indonesm pada tanggal 17 _'3

_ bera : hturan yang S
S masih dlperl:}kan yang berasal’ dar: masa sebelum Proklamasi
dlcetuskan tetap berlaku, termasuk ‘KUH Perdata, tetapi harus
e 'd!l.[]i dengan n11a1 nﬂaz yano terdapat da]am Pancasﬂa dan UUD

H 'ngembaharuan Parsxal B
“:'_'I_:._:_:;'__Latar Belakang

Di dalam kertas kerja ini pepulis tidak memfokuskan
perhauan kepada Hukum Keluarga, karena sifatnya yang
religius .dan spiritual. Yang menjach fokus‘adalah Hukum

.. Harta Kekayaan -yang bersifat net_ral_.__ dan peternbayan
o (zakehjk) '

Ketlka KUH Perdata dibentuk pada tahun 1848, yang
i men}adi latar belakang dari :kebutuhan yang - perlu diatur
“pada waktu itu masih bersifat sederhana: Didalam perjalanan

. ~waktu, teknologi berkembang, masyarakat sberubah, lalu

lintas - hubungan -di dunia semakin luas dan kompleks,
investasi modal asing mengalir, maka dunia.terasa semakin
sempit dan kecil, dan kebutuhan pun semakin meningkat.
Untuk mendukung ‘kebutuhan-kebutuhan ditambah dengan
~masuknya-dunia ke ambang gerbang Millenium baru itu
- diperlukan reformasi antara lain dalam bidang KUH Perdata.

Reformasi - tersebut berjalan sangat - lamban karena

- terbatasnya. sumber daya manusia dan dana.. Pada tahun
1982, di dalam Simposium Pembahasan Hukum Perdata
yang. dladakan di . Yogyakarta, Menteri Kehakiman RI

s s s ,me%@é@ba_ wa.pembaharman. hu}gkmfﬁggiam dilakukan

61




b :'--:'seéaré parsial.- Kodifikasi ‘parsial’ merupakan- behtiﬂ% yang =
i .--gaahng tepat dengan situasi ‘Indonesia, ‘Kodifikasi “Hukum

?erdata yang’ akan dzadakan hendaknya ‘bersifat ”terb!}ka”
sehmgga tidak :"menutup kemungkman ‘uniuk’ menaatur hal-

| -._::__:_.pemndang undanoan baru yancr sanﬂat dtbutuhkan untuk
. dapat, __mend;_z_[guqq__ : P@m?mgunan.: ,dfb_e_rbz;g ai_bidang . sesuai

" hat yang ‘tumbth dikemudxan ‘hari dalam’ bentuk undana-
undang

berturut-turut di ‘dalarn' GBHN_ tahun 1988,

dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat :kesadaran
hukum dan dmarmka yang berkembang daiam nnsyarakat

Bagatmana pengalaman !\sta daiam menggunakan sxstem
pembaharuan parsial ini? Dibawah ini akan dianalisa bagaimana

: ;=_-::-pelaks_anaan_pembaharuan kodifikasi secara parsial itu.

g Sistem

Pembahaman hukum * baik - yanv dizuancrkan dalam
bentuk kodifikasi total (menyeluruh) maupun ‘secara parsial

B f'_hr:_m_i_s._ber-acia_= dalam_sistem; termasuk-:pembaharuan KUH

~Perdata. -Halini-mengacurpada GBHN (Tap: MPR No. I/

oo MPR/TGEE; Tapih-MPR-No: II/MPR/1993; Tap: MPR No. I/
 MPR/1998) yang mengatakan bahwa sasaran PELITA adalah
“terwujudnya sistem hukum nas;onal yang bersumbu pada
-"Pancasxia dan UUD 1945 -

.u:_'-:__.Apakah yanO' dzmaksnd dengan Slstem Hui{um itu?

<Sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang

L di'sus'un ‘secara terpadu’ berdasarkan asas-asas tertentu.

- Prof. R. Subekti, SH (Seminar Hukum Nasional 1979)

"menyatakan suatu sisem adalah suatn susunan atau catatan
yang teratur, suatu keseiuruhan yang terdiri atas bagian-
' 'baglan yang bexkaitan satu sama lain tersusun menurut suaiu

1993 1998 -
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‘suatu tajuan. Dalam suatu sistem yang:baik, tidak boleh
terjadi suatu. duplikasi atau. tumpang tindih {overlapping)
d:antara baglan -bagian itu.” . . :

Sedangkan menurut Black Law Dact:onary Fifth Edition

o l=979 dmyatakan

A system is . orderly combmatxon as.. of pamcular parts
. Lor _‘eiements into a whole; especxaliy such combination
"'-"."accordmg to some ratlonal prmc:pie i,

Berdasarkan uraian tersebu_t d:atas dapat disimpulkan -
‘bhawa- ”Sastem Hukum adalah Ikumpuian asas-asas, yang
terpadu yang merupakan Iandasan dlatas mana dibangun
tertib_hukum”, LIS

-Sistem Hukum Nasional memiliki asas filosofis yang
terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat
dalam UUD 19435, dan asas-‘operasional ‘yang terdapat di
dalam GBHN dan seterusnya.asas-asas tersebut dijabarkan
dldalam asas-asas umurm dan asas-asas khusus.

KUH Perdata mengandung sejum]ah asas-asas umum
_dan asas-asas-khusus yang akan diuraikan dalam bagian

~_berikut, Dlantara asas-asas tersebut harus terdapat hubungan-

hubungan yang, harmoms seimbang, terpadu dan taat asas.
Jika hubungan-hubungan ini tidak harmonis, seimbang,
“terpadu “dan taat'‘asas, ‘maka hukum itu akan runtuh
-~ (collapsed).” : ——

- Hukum Harta Kekayaan mencakup dua bidang vaitu
Hukum Benda dan Hukum Perikatan. Di dalam Hukum
'benda terdapat asas-asas umum antara lain sebagai berikut:

- asas tertutup
-~ as_as pemlsahan horxsontal tanah dan bangunan
— . asas penguasaan (possesion)
—  asas hak mengikuti benda (right in rem)
—  .asas spesialitas
—  asas totalitas
—  asas accesie

- asas. kenastian. hnkum




= woasas-dapat:- diserahkan -
i 7asas perhndungan hukum

~ _asas absolut

pi dalam Hukum Penkatan terdapat asas-asas umum
antara lain sebagal berikut ©

el hiiny Asas kebebasan mengadakan perjanﬁan (Partij otonomni)

nsensual:sme (persesuaxan kehendak)

“kekuatan menglkat

" AS&S pérsamaan / keseja_}aran hukum
/ 4 Asas keseimbangan
—  Asas kapastian_hukum
— _...'__Asas morai _
 -.:—._ .. Asas . kepatutan N P
= Asas keb;asaan T 7

'Menurut penuhs asas- asas it bersafat umversa! sehingga

“dapat ‘diperguinakan didalam pembahaman Hukum Perdata
= kital Berdasarkan - asas-asas ini’ Kita Juga dapat menerima
5 jenis-jeriis perjanﬁan yang ‘berasal dari smtem Common Law

; 3d1 daiam Hukum Perdata Indones;a

Setemsrzya akan klt& tmjau baaaxmana asas-asas tersebut

dlterapkan dalam pembaharuan parsial KUH Perdata,

...-;.?_Indang-undang Pokok-Agraria Mo. 5/1960 (UUPA)

UUPA adalah pembahamdn pertama dalam bidang

\ 'KUH Perdata. UUPA mencabut
(1) “Agrarische Wet” (S 1870 55) sebagzu yang termual

dalam pasal 51 “Wet op de Staatsmnhuno van Nederlands
Indie” (8.1925: 4147) dan ketentuan ayat-ayat lainnya
-dari -pasal 1u;

(2) A. "Domeinverklaring” tersebut dalam pasal 1 " Agrarisch
Besluit” (8.1870-118);

B. TAlgemene Demeinverklaring” tersebut dalam
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“seCo "Domeinverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam
soeipasal -dari~8.1874-54f;

D Domemverklarmg untuk Keres:denan Menado” L
* tersebut ‘dalam’ pasal 1 dari 8. 1877-55; : e
- E: :--”Dememverklarmg untuk residentie Zuider en

T "Costerafdelmg van Borneo” 'tersebut dalam pasal
o1 dara S--'lg_gg 58; o RO

4 Buku II KUH Perdata Indonesm sepan}ang yang mengenai

L2 Bumi; ait-serta’ kekayaan alam yang terkandung didalamnya
kecuali ketentuan-ketentuzn mengenai hypotheek yang
masih beriaku pada mulai ber}akunya UU ini,

-'"--dan menetapkan Undanw undang tentang Peraturan Dasar
R Pokok Pokok Agrana '

D;hhat darz sisi matarmya pembaharuan Hukum Benda

yang. ditempatkan dalam: UUPA mencakup ruang lingkup

. yang luas yaitu tidak hanya mengatur pembaharuan ketentuan-

| ketenman KUH Perdata Buku II sepanjang mengenai bumi,

L air serta keka; aan aiam yang terkandung di daiamnya akan

'_':':'_:teiapl juga memuat pengaturan yang berkaitan dengan hak-

_hak atas tanah yano tidak bersifat keperdataan seperti hak

menguasal dar: negara atas tanah (pasai 2); hak ulayat (pasal

3); tmdakan tmdakan pemermtah yang berka:tan dengan

pemngkatan produks; dan kemakmuran rakyat (pasal 2 ayat

3); upaya pemermlah untuk mencegah adanya usaha-usaha

- dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi atau perorangan

‘yang ‘bersifat “monopoli swasta’ (pasal 13 ayat 2); upaya

pemerintah untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial

termasuk bidang perburchan dalam usaha-usaha di dalam
lapangan agraria (pasal 13 ayat 4).

Hak hak atas tanah dapat dxkuahflkam dari dua sisi.
Pada satu sisi mempakan kekayaan masyarakat yang mempunyai
sifat magis spiritual, religieus, dan dikuasai oleh hukum
‘publik; seda.gkan pada sisi lain ‘merupakan kekayaan
perorangan (individu; badan hukum yang mempunyai sifat

— uwm«mm~wwm~éﬂrwﬁmh’ bisnis); yang-dikuasai-otelrhukunr Perdurs Hak:
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.+:-hak - atas.tanah. yang .merupakan:aset ekonomis dan yang
' mempunyai aspek keperdataan tersebut tunduk kepada hukum
- ,Perdata yang karena itupen gam;:annya seyogianya merupakan
_..'lanjutan dan KUH ' '

Mencampuradukkan pengaturan hak masyarakat atau

'merupakan kelemahan karena t1dak menerapkan taat asas.
~ Disini kita mehhat pelanggaran terhadap asas KUH Perdata__
5.sehmgg'a" ada | pendapat yang mengemu;
- tidak tunduk - pada smtemuhukum Perdaia

embaharuan: Parsml da}am Hukum Pemka‘éan (K{}H

..-:'i'Perdata Buku Ty

KUH Perdata Buku 1 terdm dari’ 18 Bab, Bab I &

.4 IV mengatur, bagian umum, sedangkan didalam Bab V
- s/d XVII terdapat perjanjian-perjanjian khusus (bernama).

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak dapat

- “mengadakan per}anjian perjanﬁan ‘selain dari perjanjlan yang
- idikenal UU tyaitd perjanjlan tldak bernama

Dldalam perkem bar gan_ KUH Perdata (Bulcu M Perikatan),

:‘__"'_ban yak tardapat perj p;m -pe Janpan bam yang diatur dalam
- perangkat hukum
W =".-'tentang Perbankan Uy No ) 1992 dan pembahannya uu
f"‘-"No 10/1998) |

sporadis Mlb&fﬂya didalam UU

'anjian per;an;mn sewa guna
modal ventura o anjaz( pmtang : kartu kredit ;
H ; pe Janjmn permbxayaan berdasarkan

\ 'f"p.fl.nmp bag& hasﬂ _(paséi 6 dan 70U Perbankan}

stampmg :tu di dalam UU ?okok Pertambangan Mo.

11/1967 terdapat pengaturan tentang icomrak Karya (pasal
;;-_30) e

331 daiam UU Perusahaan Pernmbangan Mmyak dan
Gas Bumi Negara (Pertamina) No. 8/1971 ditemukan Kontrak
Bagx hasil (Pmducnon Sharing Contraci) (pasal 12). Perjanjian
yang namanya dacanmmkan dalam uu terseout dinamakan

o '_per_ianpan bemama (SPecxﬁed contract)

Sama halnya dengan UUPA  materi yang dzatur didalam

o UU Perb_mﬁcan tidak hanya khusus tentang perjaniian pembiayaan

cakan bahiwa UUPA
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_-penwaturan }ain.seperti organisasi perbankan, usaha perbankan,
..beniuk . hukum, rahasia. bank yang notabene
'mempunym sxfai hukum pnbhkfadmmstratxf

| ':_No 11/1967 - dan - UU-. Pertamma No. 8/1971. Menurut

n -';bldang pertambangan mmyak .gas. buml negara diletakkan

| ;da}am iU yang khusus, seh:ngga _]CIB.S terlibat - bahwa - o
'perjan_;lawper}anjlan__ tersebut terietak dalam szstem hukem - _' '

RN D; sampmg masalah ini di daiam perkembangan hukum

' ';':-_"-Perdata kita® tampak adanya campur ‘tangan pemerintah
: iibahkan: DPR terhadap perjanjlan Maniah klta perhatikan
s=sebaga1 benkut T e

(1) Kontmk Karya a'zm Kontrak Bagi Hasz!

a. v Kontrak Karya ini terdapat daiarn UU Pokok Penambangan
No. 11/1967, Komponen daiam perjanjian tersebut
“:adalah ‘para pihak di dalam" perjanjaan ini adalah
-+ pemerintah dan perusahaan yang d;tun_;uk oleh pemerintah
- (pasal 10).-Syarat yang ditentukan mengenai perjanjian
- ini-adalah jika instansi ‘pemerintah atau perusahaan
‘negara belum ‘atau. tidak -dapat ‘melaksanakan sendiri
. pekerjaan dibidang pertambangan, maka Menteri dapat
-..menunjuk pihak  lain sebagai kontraktor. Dalam
- mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti
ini_,-_-.-instans_i-_pemerintah atau perusahaan negara harus
-/ berpegang pada pedoman-pedoman, . petunjuk-petunjuk
_dan_syarat yang diberikan Menteri. .
. ‘Kontrak -karya ini: :berlaku - sesudah. disahkan oleh
“Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR apabila
menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai
'bahan galian yang ditentukan UU Pokok Pertambangan
' ini dan/atau yang petjargzan karyanya berbentuk penanaman
‘modal asing.

b _Kontrak bag1 hasil terdapat didalam UU Pertamina
No, 8/1971. Perjanjian ini berlakn setelah disetujui
oleh Presxden {pasal 12).

Dermklan ju ga halnya di’ dalam YU Pokok Pertambangan |

penuhs seyogxanya tempat pengaturan: perjanjxan-perjanjxan-
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~“Kedua perjanjian. mempunyai sifat yang berbeda,.

BE Wélaupun"obyékny'a sama yaitu kekayaan yang terkandung

“di*dalambumi yang dipergunakan untuk sebesar-

. besarnya -kemakmuran rakyat (pasal 33 UUD 1945).

 Kontrak - karya ‘adalah kontrak yang langsung

diadakan’antara Pemerintah dengan swasta, Sedangkan
,-_.kontrak bag1 hasﬂ dzadakan o!eh Pertamma dengan
- Swasta i R T 3 emalni

Menumt penulis, waiaupun obye& ddl‘l perjdﬂjlai‘i

o _ml berkaitan dengan kekayaan negara, persetujl_an dari
__-;_.-;__.:_?emermtah tidak -relevan,. karena Pemerintah tidak
«o o IMEmpunyat fungs_Luntuk _meiaku___kan kegiatan bisnis,
- Campur tang_an.?emeri_ntah ini periu-dibatasi sehingga

@

asas kesamaan antara para :pihak.di.dalam perjaniian

_dapat dlwu Judkan

.Hak Bad’an Penyehaian Per&aﬁkan [\/aszmzai (BPEN)
ferkadap Kontmk N

Daiam UU Permnkaa No 10/ 1998 tentang perubahan

: .'a;tas.UU_ No. 7/992 ditentukan bahwa apabila menurut
.= pandangan Bank Indonesia.(BI) terjadi kesulitan perbankan

-yangmembahayakan ckonomi nasional, atas permintaan

- Bly+Pemerintali - setelah berkonsuitas: dengan DPR
2 i.dapat membentuk Badan Khususiyang bersifat sementara
rdalamorangka penyehatan. Badan khusus itu adalah
- BadanPenyehatan "Perbankan ‘Nasional (BPPN) (PP

tN0.17/:1999), Badan ‘ini berwenang untuk antara lain

*Umeninjan ulang) membatalkan, ‘meéngakhiri, dan atan

mengubah kontrak ‘yang mengikat Bank dan pihak

< kefiga, vang menurt -BPPN merugikan bank (pasal
P aTA (Sd) _]0 PF N{} 17/ 1999 pasal 19 (1.

Adalah mempaﬁran asas d1 dalam KUH Perdata

| b_ah:w_'?_ 31};&_ perjanjian d;buai SBCAra _sa_h maka perianjian

itu berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.
Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali sefain darti
sepakat kedua belah pxhax; atan atas alasan-alasan yang

" “menurut’ UU Pukup untuk 1tu (pasal) 1338 KUH

Dardain),
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i Dard ketentuan-ini dapat disimpulkan bahwa yang
berhak membatalkan suatu perjanjian adalah salah satu
ang tenkat dengan per}anjmn itu.

il thak kemga dalam hai-hal tertentu dapat membatatkan
: suatu perbuatan yang tldak d;wajibkan yang dilakukan
'oleh Bebztur dengan nama. apapun juga yang memgikan
-.-plhak~pxhak Kreditur (pasaI 1341 KUH Perdata: Actio
: -e-:‘;_?-Paulina) SFEIECL A S .

- 3 ng‘dlberzkan oieh UU Perbankan jo.

i PP No 17/ 1999 kepada BPPN. cq Pemerintah bertentangan

'karena yang berhak memnjau uiang, membatalkan,

. & :'{mengakhm dan/atau ‘merubah setiap kontrak yang

:=.meng1kat bank dengan pihak ]am adalah pihak-pihak

it sendiri. Di dalam i\etenman m: tidak jelas bagaimanakah

i proses/acara yang harus dxtempuh BPPN untuk menyatakan

< +"bahwa perjan_]lan antara Bank ‘dalam: Penyehatan dengan

o pihak ketiga ‘itu . menimbulkan keruglan Andaikata

- Bank - Dalam Penyehatan sebagai salah satu pihak

"dalam per_;anjlan mengalaml kemglan maka Bank yang

lazim 1alah yang berkaxtan berhak mengajukan mitranya

ke Pengadllan untuk’ memmta pcrtanggungjawaban dari

mitranya tersebut dan bukan BPPN, Hak yang diberikan

1. oleh UU terhadap BPPN tersebut bertentangan dengan

© ‘asas-asasyang terdapat dalam KUH Perdata dan sekaligus
.-mc!anggar sistem hukum perdata

. :('3):'___Hak Kredltur Separatls dx dalam -UU Kepailitan
" . No. 4.1/ 1998

Di dalam KUH Perdaia dibedakan dua jenis kreditur,
yaitu kreditur yang konkuren yaitu kreditur yang
«mempunyal hak-hak yang-sama terhadap kekayaan
Debitur ‘sehingga jika Debitur-ingkar janji, maka hasil
penjualan kekayaan Debitur dibagi diantara Kreditur

~sama rata menurut imbangan pintangnya masing-masing
WAnasal 1.32 KUH Perdata. jaf"’iﬂaﬂ ..... )

ST
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Asas ini dapat dxszmpangi _;1ka Kreditur mempunyar-.'
jamman ‘khusus ‘atas: kekayaanDebitur berdasarkan
';"_.perjanﬁan mzsalnya Hak Tanggungan (dulu hipotik) .
~dan Gadai (pasal 1133 KUH Perdata jo. Pasal 6 dan
* pasal 21 _UU Hak Tau ungan No. 411996). -

Daiam'hal ini, maka pemegéﬁg hak tanggungan dan_
__'mempunyal hak did; ____u]ukan/hak utama.

: Dl dalam UU Kepaihtan { UU No 4 Tahun 1998) pasal_ :
56 ‘ayat 1 dikatakan bahwa setlap Kreditur- yang
'memégang hak tanggungan hak gadm atau hak agunan
tas: kebendaan lamnya dapat mengeksekusxkan haknya.
g eoiah~olah tldak terjad1 kepaxl;tan

E D gan dermkzan maka pemegang@emeganv hak jaminan
N .'kebendaan tersebut mempunyaz kedudukan separatis,
ga. fl«:arena kel\ayaannya tldak termasuk dalam harta pailit.

;~.__'D1 daIam Uy Hak, Tanggungan ‘asas:ini juga ditkuat,

.--Ditentukan-. bahwa. apabila - pemberi hak tanggungan

.- dinyatakan pailit, . pemegang -hak tanggungan dapat

:_'memperoleh haknya sesuai dengan peraturan perundang-

, undangan i, (pasal 21). Hal ini berarii pemegang hak

. jaminan tersebut dapat secara, langsung menjual benda

" jaminan untuk meagdmbil pelunasan tagihannya dari
B has;l penjuaian :

-Di dalam: pen;eiasan UUHT ini d1kata3<an Iebik lanjut

_.bahwa’ ketentuan ‘ini lebih. snemantapkan kedudukan
dintamakan ~pemegang -hak :tanggungan dengan
mengecuahkan beriawnya ak.xbat kepailitan pemberi

Y hak ‘tanggungan” terhadap obyek ‘hak ‘tanggungan.
Jadi secara tegas UUHT mempergunakan taat asas
tentang hak. ‘utama yang terdapat di dalam Hukum
Benda o

~-Secara ‘kontradikiif - UU Kepailitan membatasi hak
. ‘Kreditur. separatis..tersebut - dan mengatakan bahwa :
“Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam

pasal 56 (1) dan hak ketiga untuk menuntut harianya
vang.-berade-dalam.penguassandebituryang.pailiv. atan
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HE : =_f'Kesxmpuian dah Saran |

1

_ . _:5.5-:21)

i kurator, dztanggﬂhkan untuk jangka wakiu-paling lama

280 hari terhimng sejak. tanggai puﬁman pa:ht ditetapkan.”
. (Pasal - 56A ayat:1).: TN

i 'Pembatasan oieh UU Kepaﬂ;tan ini” txdak konsisten
....dengan asaswasas yang terdapat di dalam KUH Perdata
“(pasal 1134) dan UU Hak Tanggunvan (pasal & dan

""s penulis. sampal 'pada keszmpulan sebagai

"f'f'.Pembahaman pars;ai ierhadap kod1f1kas1 KUH Perdata
- 'mengandung 181 yang positif’ karena sesuai depgan kondisi

Indonesia yang mempunyai keterbatasan dalam sumber daya

__._manusm dan dana _

. Campur: tangan Pemermtah terhadap kehzdupan keperdataan

dari masyarakat sangat besar dan dalam sehingga melanggar

_ asas-asas yang terdapat dalam KUH Perdata, bahkn dalam

hal-hal tertentu melanggar asas-asas yang terdapat di dalam
bidang hukum yang lain seperti Ketentuan kctentuan Pokok
kekuasaan Kehakiman, dsb. Fj 4

Di dalam implementasi pembaharuan parsial terdapat konflik
dengan asas-asas yang terkandung di dalam KUH Perdata
itu sendiri, antara lain yang paling menonjoi adalah tentang
pelanggaran terhadap asas konsistensi (taat asas).

Jika pelanggaran terhadap asas-asas/sendi-sendi hukum itu
tidak dihindarkan maka akan tercipta ketidakstabilan, lunturnya
kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, terhadap hukum
dan masa depan.

Mempergunakan pembaharuan parsial terhadap kodifikasi
hukum perdata, maka kita menuju kepada sistemn kompilasi
hukum Perdata.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut maka disarankan :

i

Pembaharuan KUH Perdata secara parsial perlu mempergunakan
metode sistematis dengan pengertian bahwa pembaharuan
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~«’parsial itu harus didahului dari hal-hal yang pokok, misalnya
‘UU ‘tentang Hak Kebendaan, UU tentang Hukum Perikagan

yang setemsnya ciijabarkan“di dalam UU vang mengatur

e 'Campur tangan Pemermtah terhadap kehzdupan keperdataan
Y {pribadi’ mdwadu/masyarakat) perlu dibatasi agar aktivitas

individu/masyarakat tumbuh dan berkembang.

Untuk menjaga agar sistem hukuin perdata-dapat "dipélihai"él '

) -.periu dﬂakukan penvawasan dalam ptoses pembahaman

dan hukum nasional pada umumnya dapat taat kepada asas-

‘asas ‘eq. sendl hitkim, sehingza melalui” keharmonisan,
E -:-keselmbangan dan keterpaduan hukum dapat terczpta masyarakat
: -;.'_yang- Stabli IR ERT R T LT e

Badan vang tepat uniuk pengawasan ini adalah Menteri

i Kehakiman dan di Dewan Perwakilan Rakyat perlu dibentuk

staf ahli.

: Demzman kertas kerja m1 dlsampalkan semoga dapat bermanfaat
' bagi’ klta semua

.Tenma kaszh
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